Lampiran 5. Surat Edaran Bank Indonesia  Nomor    12/13/DPbS Tanggal 30 April 2010
FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR UUS

	I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR UUS

	TUJUAN

	Untuk menilai: 

a. kecukupan kriteria dan independensi Direktur UUS;
b. efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS

	SUB FAKTOR

A. KRITERIA DAN INDEPENDENSI DIREKTUR UUS

	KRITERIA/INDIKATOR
	ANALISIS SELF ASSESMENT

	1. Direktur UUS memiliki kompetensi dan komitmen dalam pengembangan UUS.
	

	
	1
	2
	3
	4
	5

	2. Direktur UUS tidak memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) dalam menjalankan tugasnya.
	

	
	1
	2
	3
	4
	5

	3. Direktur UUS telah mengikuti proses wawancara yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
	

	
	1
	2
	3
	4
	5

	4. Penunjukan dan/atau penggantian Direktur UUS telah dilaporkan oleh BUK secara tepat waktu.
	

	
	1
	2
	3
	4
	5

	

	PERINGKAT SUB FAKTOR 
	PERINGKAT

	KRITERIA DAN INDEPENDENSI DIREKTUR UUS
	1
	2
	3
	4
	5

	

	SUB FAKTOR

B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR UUS

	KRITERIA/INDIKATOR
	ANALISIS SELF ASSESMENT

	1. Direktur UUS bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan UUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah
	

	
	1
	2
	3
	4
	5

	2. Direktur UUS telah menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pengawasan DPS. 
	

	
	1
	2
	3
	4
	5

	3. Direktur UUS telah menyediakan data dan informasi terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada DPS.
	

	
	1
	2
	3
	4
	5

	

	PERINGKAT SUB FAKTOR 
	PERINGKAT

	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR UUS
	1
	2
	3
	4
	5

	

	PENILAIAN PERINGKAT FAKTOR 

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR UUS

	PERINGKAT SUB FAKTOR 
	PERINGKAT

	A. KRITERIA DAN INDEPENDENSI DIREKTUR UUS
	1
	2
	3
	4
	5

	B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR UUS
	1
	2
	3
	4
	5

	

	PERINGKAT FAKTOR 
	1
	2
	3
	4
	5

	

	KESIMPULAN : 

	


	II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)

	TUJUAN

	Untuk menilai: 

a. kecukupan komposisi,  kriteria dan tingkat independensi anggota DPS;

b. efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS;

c. efektivitas penyelenggaraan rapat DPS;

d. kecukupan aspek pengungkapan mengenai DPS.

	SUB FAKTOR

A. KOMPOSISI, KRITERIA DAN INDEPENSI DPS

	KRITERIA/INDIKATOR
	ANALISIS SELF ASSESMENT

	1. Jumlah anggota DPS paling kurang 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
	

	
	1
	2
	3
	4
	5

	2. Seluruh anggota DPS memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
	

	
	1
	2
	3
	4
	5

	3. Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan  Nominasi.
	

	
	1
	2
	3
	4
	5

	4. Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS telah mendapat rekomendasi dari  Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia dan telah memperoleh persetujuan dari RUPS.
	

	
	1
	2
	3
	4
	5

	5. Masa jabatan anggota DPS tidak melebihi masa jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris
	

	
	1
	2
	3
	4
	5

	6. Anggota DPS merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain. 
	

	
	1
	2
	3
	4
	5

	

	PERINGKAT SUB FAKTOR 
	PERINGKAT

	KOMPOSISI, KRITERIA DAN INDEPENSI DPS
	1
	2
	3
	4
	5

	

	SUB FAKTOR 

B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DPS

	KRITERIA/INDIKATOR
	ANALISIS SELF ASSESMENT

	1. DPS telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. 
	

	
	1
	2
	3
	4
	5

	2. DPS bertugas dan bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada Direktur UUS serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah 
	

	
	1
	2
	3
	4
	5

	3. DPS telah menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan UUS.
	

	
	1
	2
	3
	4
	5

	4. DPS telah mengawasi proses pengembangan produk baru UUS agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
	

	
	1
	2
	3
	4
	5

	5. DPS telah meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru UUS yang belum ada fatwanya.
	

	
	1
	2
	3
	4
	5

	6. DPS telah melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa UUS.
	

	
	1
	2
	3
	4
	5

	7. DPS telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS secara semesteran dan menyampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode laporan.
	

	
	1
	2
	3
	4
	5

	8. Anggota DPS telah  menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. 
	

	
	1
	2
	3
	4
	5

	

	PERINGKAT SUB FAKTOR 
	PERINGKAT

	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DPS
	1
	2
	3
	4
	5

	

	SUB FAKTOR

C. EFEKTIVITAS RAPAT DPS

	KRITERIA/INDIKATOR
	ANALISIS SELF ASSESMENT

	1. Rapat DPS diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
	

	
	1
	2
	3
	4
	5

	2. Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
	

	
	1
	2
	3
	4
	5

	3. Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS telah didokumentasikan dengan baik.
	

	
	1
	2
	3
	4
	5

	4. Hasil rapat DPS telah disampaikan sebagai laporan atau rekomendasi kepada Direktur UUS.
	

	
	1
	2
	3
	4
	5

	

	PERINGKAT SUB FAKTOR 
	PERINGKAT

	EFEKTIVITAS RAPAT DPS
	1
	2
	3
	4
	5

	

	SUB FAKTOR 

D. TRANSPARANSI DPS


	KRITERIA/INDIKATOR
	ANALISIS SELF ASSESMENT

	1. Anggota DPS telah mengungkapkan:

a. rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain; dan
b. remunerasi dan fasilitas lain

       pada Laporan Pelaksanaan GCG. 
	

	
	1
	2
	3
	4
	5

	2. Anggota DPS tidak memanfaatkan UUS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang mengurangi aset atau mengurangi keuntungan UUS. 
	

	
	1
	2
	3
	4
	5

	3. Anggota DPS tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari UUS selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
	

	
	1
	2
	3
	4
	5

	4. Anggota DPS tidak merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS dan/atau UUS.
	

	
	1
	2
	3
	4
	5

	

	PERINGKAT SUB FAKTOR 
	PERINGKAT

	TRANSPARANSI DPS
	1
	2
	3
	4
	5

	

	PENILAIAN PERINGKAT FAKTOR 

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

	PERINGKAT SUB FAKTOR 
	PERINGKAT

	A. KOMPOSISI, KRITERIA DAN INDEPENDENSI DPS
	1
	2
	3
	4
	5

	B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DPS
	1
	2
	3
	4
	5

	C. EFEKTIVITAS RAPAT DPS
	1
	2
	3
	4
	5

	D. TRANSPARANSI DPS
	1
	2
	3
	4
	5

	

	PERINGKAT FAKTOR 
	1
	2
	3
	4
	5

	

	KESIMPULAN : 

	


	III. 
PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN JASA UNIT USAHA SYARIAH 

	TUJUAN

	Untuk menilai :

a. kesesuaian Prinsip Syariah dalam produk UUS;

b. pemenuhan Prinsip Syariah oleh UUS dalam pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa;

c. mekanisme yang dilakukan oleh UUS dalam rangka penyelesaian sengketa yang terjadi antara UUS dengan nasabah.

	KRITERIA/INDIKATOR
	ANALISIS SELF ASSESMENT

	1. Produk yang dimiliki oleh UUS telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan telah dilengkapi dengan pendapat syariah dari DPS.
	

	
	1
	2
	3
	4
	5

	2. Pelaksanaan produk penghimpunan dana UUS telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan ketentuan Bank Indonesia.
	

	
	1
	2
	3
	4
	5

	3. Pelaksanaan produk penyaluran dana UUS telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan ketentuan Bank Indonesia.
	

	
	1
	2
	3
	4
	5

	4. Pelaksanaan produk pelayanan jasa UUS telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan ketentuan Bank Indonesia.
	

	
	1
	2
	3
	4
	5

	5. Penyelesaian sengketa antara UUS dengan nasabah dilakukan melalui musyawarah atau  melalui  mediasi perbankan mekanisme arbitrase syariah atau melalui lembaga peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	

	
	1
	2
	3
	4
	5

	PERINGKAT FAKTOR 
	PERINGKAT

	

	PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN JASA BANK UMUM SYARIAH
	1
	2
	3
	4
	5

	

	KESIMPULAN : 

	


	IV. 
PENYALURAN DANA KEPADA NASABAH PEMBIAYAAN INTI DAN PENYIMPANAN DANA OLEH DEPOSAN INTI

	TUJUAN

	Untuk menilai:

a. penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti;
b. independensi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti.  

	KRITERIA/INDIKATOR
	ANALISIS SELF ASSESMENT

	1. UUS telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan penyediaan dana, khususnya penyaluran dana kepada Nasabah Inti.
	

	
	1
	2
	3
	4
	5

	2. UUS telah memiliki pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyaluran dana kepada Nasabah Inti.
	

	
	1
	2
	3
	4
	5

	3. Pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyediaan dana telah dikaji ulang secara periodik paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
	

	
	1
	2
	3
	4
	5

	4. UUS tidak memberikan penyaluran dana kepada Nasabah Inti yang bertentangan dengan prosedur umum penyediaan dana yang berlaku.
	

	
	1
	2
	3
	4
	5

	5. UUS tidak memberikan fasilitas terkait penghimpunan dana untuk Deposan Inti kecuali fasilitas tersebut telah ditetapkan dalam prosedur umum penghimpunan dana yang berlaku.
	

	
	1
	2
	3
	4
	5

	6. UUS memiliki dan menatausahakan daftar rincian Nasabah Pembiayaan Inti dan Nasabah Deposan Inti serta menyampaikannya kepada Bank Indonesia.
	

	
	1
	2
	3
	4
	5

	

	PENILAIAN PERINGKAT FAKTOR 

PENYALURAN DANA KEPADA NASABAH PEMBIAYAAN INTI DAN PENYIMPANAN DANA OLEH DEPOSAN INTI

	
	PERINGKAT

	PERINGKAT FAKTOR
	1
	2
	3
	4
	5

	

	KESIMPULAN : 

	

	

	


	V. 
TRANSPARANSI KONDISI UNIT USAHA SYARIAH, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE  DAN  PELAPORAN INTERNAL

	TUJUAN

	Untuk menilai: 

a. ketepatan waktu, keakurasian dan cakupan transparansi informasi keuangan dan  non-keuangan yang disampaikan  kepada stakeholders (public);
b. efektifitas pengelolaan informasi produk dan jasa UUS, pengelolaan pengaduan nasabah serta pengelolaan data pribadi nasabah;
c. cakupan laporan pelaksanaan GCG yang disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu;
d. cakupan pihak pihak yang menerima laporan pelaksanaan GCG;
e. keandalan Sistem Informasi Manajemen (SIM) UUS, khususnya Sistem Pelaporan Internal mampu menyajikan data dan informasi secara tepat waktu, lengkap, akurat, serta kemanfaatannya dalam pengambilan keputusan (bisnis).

	SUB FAKTOR

A. PENERAPAN TRANSPARANSI KONDISI UUS

	KRITERIA/INDIKATOR
	ANALISIS SELF ASSESMENT

	1. UUS telah mentransparansikan kondisi keuangan dengan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan.
	

	
	1
	2
	3
	4
	5

	2. UUS melalui kantor pusatnya telah menyajikan informasi kegiatan UUS yang mencakup paling sedikit: 
a. Sasaran, strategi dan kebijakan manajemen yang digunakan dalam pengembangan UUS;

b. Perkembangan usaha syariah, yaitu penyaluran dana beserta komposisinya, laba bersih, Return on Asset (ROA), Non Performing Financing (NPF), sumber dana beserta komposisinya, jumlah aset dan informasi lainnya yang relevan;

c. Jenis produk dan jasa yang ditawarkan;;

d. Tanggung jawab sosial perusahaan; dan
e. Realisasi bagi hasil/imbalan dan metode perhitungan distribusi bagi hasil. 
	

	
	1
	2
	3
	4
	5

	3. UUS telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan di surat kabar berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam ketentuan.
	

	
	1
	2
	3
	4
	5

	

	PERINGKAT SUB FAKTOR 
	PERINGKAT

	PENERAPAN TRANSPARANSI KONDISI UUS
	1
	2
	3
	4
	5

	

	SUB FAKTOR

B. LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

	KRITERIA/INDIKATOR
	ANALISIS SELF ASSESMENT

	1. UUS telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan paling kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan GCG induknya.
	

	
	1
	2
	3
	4
	5

	2. UUS telah melakukan self assessment atas pelaksanaan GCG.
	

	
	1
	2
	3
	4
	5

	3. Dalam hal terdapat evaluasi terhadap hasil self assessment pelaksanaan GCG oleh Bank Indonesia, UUS telah melakukan perbaikan atas pelaksanaan GCG tersebut.
	

	
	1
	2
	3
	4
	5

	

	PERINGKAT SUB FAKTOR 
	PERINGKAT

	LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
	1
	2
	3
	4
	5

	

	SUB FAKTOR

C. KECUKUPAN PELAPORAN INTERNAL

	KRITERIA/INDIKATOR
	ANALISIS SELF ASSESMENT

	1. UUS memiliki pelaporan internal yang lengkap dan  didukung oleh SIM yang handal.
	

	
	1
	2
	3
	4
	5

	2. Tersedianya informasi yang akurat  dan tepat waktu yang didukung oleh sistem informasi yang handal. 
	

	
	1
	2
	3
	4
	5

	3. UUS memiliki sistem informasi yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten.
	

	
	1
	2
	3
	4
	5

	4. UUS memiliki IT security system yang memadai.
	

	
	1
	2
	3
	4
	5

	

	PERINGKAT SUB FAKTOR 
	PERINGKAT

	KECUKUPAN PELAPORAN INTERNAL
	1
	2
	3
	4
	5

	

	PENILAIAN PERINGKAT FAKTOR 

TRANSPARANSI KONDISI UNIT USAHA SYARIAH, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
 DAN PELAPORAN INTERNAL

	PERINGKAT SUB FAKTOR 
	PERINGKAT

	A. PENERAPAN TRANSPARANSI KONDISI UUS
	1
	2
	3
	4
	5

	B. LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
	1
	2
	3
	4
	5

	C. KECUKUPAN PELAPORAN INTERNAL
	1
	2
	3
	4
	5

	

	PERINGKAT FAKTOR 
	1
	2
	3
	4
	5

	

	KESIMPULAN  : 
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